BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa :
1. Hasil analisis deskreptif memberikan gambaran rata-rata skor untuk
persepsi populasi (ps-p/5) variabel Kualitas Pengelola, Kualitas
Auditor Internal dan Pengawasan Legislatif serta Kualitas Laporan
Keuangan pada Kabupaten Flores Timur adalah baik.
2. Variabe Kualitas Pengelola secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten
Flores Timur. Variabel Kualitas Auditor Internal secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan
Keuangan pada Kabupaten Flores Timur. Variabel Pengawasan
Legislatif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur. dan
variabel Kualitas Pengelola, Kualitas Auditor Internal dan Pengawasan
Legislatif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur.
3. Hasil koofesien determinasi dalam penelitian ini adalah 49,6%
terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Flores Timur,
merupakan kontribusi dari 3 (tiga) variabel bebas yaitu Kualitas

Pengelola, Kualitas Auditor Internal dan Pengawasan legislatif.
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6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan maka
saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu:

1. Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, hendaknya tetap
mempertahankan Kualitas dari Pengelola, Kualitas Auditor Internal,
Pengawasan Legisltif, agar bekerja secara efektif dan efisien dalam
melakukan penyusunan laporan keuangan, pengauditan laporan
keuangan dan pengawasan anggaran, guna terciptanya kualitas dari
laporan keuagan.

2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, disarankan agar
selau aktif  menerapkan sistem pengedalian internal agar cepat
menidaklanjut setiap hasil temuan/riviu maupun saran yang diberikan
oleh BKP/Inspektorat.

3. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur diharapkan
untuk para angota DPRD kiranya memahami mengenai anggaran dalam
penyusunan APBD dan para DPRD harus mampu menetapakan

prioritas anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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